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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang  

Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik di Indonesia diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menjelaskan bahwa 

pelayanan publik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan layanan kepada 

masyarakat selaku pengguna layanan publik. Pentingnya pemenuhan akan asas-asas 

pelayanan publik seperti tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, 

kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam menjamin kepastian pemberian pelayanan 

yang berkualitas kepada masyarakat.  

Berdasarkan hasil dari data Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang 

dilaksanakan oleh Ombudsman RI yang menjelaskan bahwa lebih dari 50 persen provinsi di 

Indonesia masih berada pada zonasi kuning. Adanya pelayanan publik yang belum efektif 

dan efisien memicu  terjadinya keresahan masyarakat dan kontroversi yang timbul dalam 

pelbagai lapisan masyarakat. Semakin berkembangnya zaman dan juga teknologi, pemikiran 

masyarakat pun ikut menjadi semakin kritis dalam menilai baik buruknya suatu 

pemerintahan, terkhusus dalam pelayanan publik yang diberikan. Mewujudkan pemerintahan 

yang efektif sesuai dengan kepemerintahan yang baik, diperlukan transparansi dan 

akuntabilitas dalam penerapannya sehingga pemerintahan yang bertanggungjawab dapat 

diwujudkan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlunya pengembangan dan juga 

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga melahirkan 
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penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bahkan bisa bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (KKN) baik dalam pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah 

sekalipun.  

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang masih mengalami banyak persoalan dan 

kelemahan, terutama dalam pelayanan publik membuat kesejahteraan sosial belum dapat 

terjamin sepenuhnya. Adanya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang belum 

terlaksana dengan baik menjadi salah satu penyebab utama penyelenggaraan pemerintahan 

daerah yang masih jauh dari kata good governance atau pemerintahan yang baik. 

Pemerintahan yang baik tentunya harus memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi 

sebagai kewajiban dalam mengelola sumber daya publik dan mampu bersikap terbuka dalam 

hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban anggaran, administrasi, maupun program atau 

kegiatan yang dilakukan. Adapun pelaksanaan tersebut juga tak hanya didukung oleh peran 

pemerintah dan masyarakat namun juga peran pihak swasta.  

 Bentuk pelayanan publik yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri salah 

satunya adalah pemberian bantuan kebakaran. Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial 

Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Sosial di daerah kabupaten/kota, pada Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) 

menyebutkan bahwa jenis bencana terdiri atas bencana alam dan bencana sosial. Bencana 

alam terdiri atas gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang 

laut ekstrem, angin topan, termasuk siklon tropis/puting beliung, dan atau kekeringan. 

Adapun bencana sosial terdiri atas kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan lahan, 

konflik sosial, aksi terror, wabah/pandemi atau gagal teknologi.  
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Kebakaran merupakan salah satu bencana sosial yang sampai sekarang masih menjadi 

masalah krusial dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia terutama kebakaran 

pemukiman. Dalam upaya penangan korban kebakaran, Menteri Sosial mengeluarkan 

peraturan yakni Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi 

dan Kabupaten/Kota berisi 63 Pasal yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal untuk 

Korban Bencana, Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Gelandangan, maupun Anak terlantar. 

Peraturan ini dibuat sebagai bahan acuan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota dalam menetapkan peraturan daerah mengenai rencana pemenuhan pelayanan 

dasar pada SPM di daerah provinsi atau kabupaten/kota. Hal tersebut juga bertujuan agar 

tercapai dan menunjang terlaksananya pelayanan yang prima bagi masyarakat terutama dalam 

keadaan tanggap darurat seperti bagi korban bencana kebakaran termasuk di Provinsi 

Sumatera Selatan.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang 

Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan kepada Dinas 

Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota tahun anggaran 2020, Dinas Sosial 

Kabupaten Ogan Ilir termasuk salah satu instansi yang memiliki kewenangan dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan bentuk penyaluran bantuan untuk korban 

Bencana Alam dan Bencana Sosial. Adapun salah satu jenis bencana sosial yang sering terjadi 

di Kabupaten Ogan Ilir adalah kebakaran permukiman. Adapun kegiatan pemberian bantuan 

untuk korban kebakaran ini juga turut dibantu oleh Taruna Siaga Bencana (Tagana) 

Kabupaten Ogan Ilir, yang merupakan sebuah komunitas relawan yang diatur dalam Undang-

Undang. Tagana sendiri bertugas untuk membantu Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir 
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mendistribusikan bantuan, mengumpulkan informasi daerah-daerah yang terjadi kebakaran 

rumah, dan hal lainnya yang diperlukan dalam upaya pemberian bantuan kebakaran ini ke 

masyarakat.  

Hal tersebut berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ogan Ilir. Terkhusus pada bencana kebakaran rumah 

penduduk maupun bangunan, BPBD akan turut memberikan bantuan apabila ada pengajuan 

permohonan bantuan dari pihak Dinas Sosial secara langsung. Biasanya, hal tersebut akan 

dilakukan apabila terjadinya bencana kebakaran dalam skala besar, sehingga membutuhkan 

bantuan BPBD dalam upaya pemberian bantuan kepada masyarakat atau korban yang 

terdampak agar tercukupi kebutuhannya. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil 

informasi dari Tenaga Kerja Sosial (TKS) di bidang bantuan dan jaminan sosial.  

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga Oktober 

2021 terjadi 138 kali bencana di wilayah provinsi Sumatera Selatan. Dari adanya jumlah 

tersebut, kebakaran rumah penduduk mendominasi yang tercatat sebanyak  92 kali. Selain itu, 

bencana angin puting beliung terjadi sebanyak 20 kali, banjir sebanyak 15 kali, dan  longsor 6 

kali serta banjir bandang 5 kali. Adapun tercatat terjadi peningkatan jumlah kebakaran di 

Kabupaten Ogan Ilir secara drastis pada tahun 2021 terhitung dari tahun 2019, walaupun 

sempat terjadi penurunan di tahun 2020 nya. berikut apabila disajikan dalam bentuk diagram.  
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Gambar  1 Diagram Jumlah Kebakaran Permukiman yang terjadi di Kab. OI tahun 2019-

2021. 

Sumber: Data diolah penulis dari data milik Dinas Sosial Kab. OI 

Sedangkan berdasarkan data yang didapat dari Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir, untuk 

jumlah total keseluruhan korban kebakaran permukiman yang terjadi tercatat sebanyak 126 

KK (Kepala Keluarga) di Kabupaten Ogan Ilir, dengan fokus jenis pelayanan yang diberikan 

yakni pada pemberian bantuan sandang dan pangan. Berikut data jumlah kebakaran yang 

terjadi di per tiap Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2021 yang disajikan dalam bentuk 

tabel.  
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Tabel 1 Jumlah Kebakaran yang terjadi  di Kabupaten Ogan Ilir pada Tahun 2021 

No. Nama Kecamatan Rumah Kebakaran 

(per KK) 

1. Kecamatan Indralaya  1 

2. Kecamatan Pemulutan Selatan 5 

3. Kecamatan Lubuk Keliat 2 

4. Kecamatan Pemulutan 85 

5. Kecamatan Sungai Pinang 10 

6. Kecamatan Pemulutan Barat - 

7. Kecamatan Rantau Alai 3 

8. Kecamatan Tanjung Raja 4 

9. Kecamatan Indralaya Selatan 1 

10. Kecamatan Tanjung Batu 10 

11. Kecamatan Rantau Panjang 3 

12. Kecamatan Indralaya Utara 1 

13. Kecamatan Kandis  1 

14. Kecamatan Muara Kuang - 

15. Kecamatan Payaraman - 

16. Kecamatan Rambang Kuang - 

 JUMLAH TOTAL 126 

Sumber: Data diolah oleh penulis dari data Dinas Sosial Kabupaten Ogan Iir 

  

Tenaga Kerja Sosial tersebut juga menjelaskan bahwa alur dari pemberian bantuan 

kepada korban kebakaran dari Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir sendiri dimulai dari adanya 

laporan langsung masyarakat maupun korban ke kepala desa setempat, kemudian diproses 

menjadi laporan keterangan secara tertulis berupa surat dari Kepala Desa setempat lokasi 

terjadinya kebakaran, yang kemudian diteruskan ke kecamatan untuk kemudian diproses dan 

dibuatkan surat permohonan bantuan kepada Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir. Berikut alur 

pemberian permohonan pengajuan bantuan kebakaran kepada Dinas Sosial dalam bentuk 

bagan.  
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Gambar 2 Alur Proses Permohonan Pengajuan Bantuan Kebakaran di Dinas Sosial Kabupaten 

Ogan Ilir 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah oleh Penulis 

Kabupaten Ogan Ilir memiliki 227 desa, 14 kelurahan, dan 16 Kecamatan dengan total 

jumlah penduduk keseluruhannya pada tahun 2021 sebanyak 416.549 jiwa menurut 

bps.go.id/oganilir, menjadi salah satu kabupaten di Indonesia yang rawan terjadinya bencana 

sosial yakni jenis kebakaran tiap tahunnya.  Kecamatan Pemulutan merupakan kecamatan 

yang paling rentan mengalami kebakaran yang kerap terjadi di tiap desa yang berbeda dalam 

kecamatan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dari adanya jumlah kasus kebakaran pada tahun 

2021 tercatat sebanyak 85 KK dengan kasus Rumah Kebakaran. Berikut penyajian data 

jumlah kebakaran di Kecamatan Pemulutan dalam bentuk tabel. 

1. Laporan langsung terjadinya 

kebakaran oleh masyarakat ke 

Kepala Desa 

4. Dilakukan proses pendataan dan 

penentuan jumlah bantuan yang akan 

diberikan oleh pihak Dinas Sosial  

3. Surat pengajuan permohonan 

bantuan ke Dinas Sosial Kabupaten 

Ogan Iir 

2. Laporan tertulis  berupa surat dari 

Kepala Desa ke Kecamatan 

5. Pemberian bantuan langsung 

kepada korban di lapangan/lokasi 

kebakaran 
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Tabel 2 Jumlah Kebakaran yang terjadi per tiap desa di Kecamatan Pemulutan Kabupaten 

Ogan Ilir Tahun 2021 

 

Sumber: Data 

diolah dari data 

Dinas Sosial 

Kabupaten Ogan Ilir  

Apabila merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Pelayanan Korban 

Bencana yang tercantum pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 pada pasal 15 

ayat (2), yang menjadi acuan pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir dalam pelaksanaan 

pelayanan oleh dinas terkait seperti Dinas Sosial, terdapat lima (5) kebutuhan dasar yang 

seharusnya dipenuhi dalam pelayanan korban bencana alam maupun bencana sosial. 

Kebutuhan dasar yang dimaksud ialah sebagai berikut: 

a. Permakanan 

b. Sandang  

c. Tempat penampungan pengungsi  

d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan 

No. Nama Desa Jumlah Kebakaran (per 

Kepala Keluarga (KK) 

1. Desa Ibul Besar II 19 

2. Desa Ibul Besar III 29 

3. Desa Pemulutan Ilir  35 

4. Desa Simpang Pelabuhan Dalam 2 

Total Jumlah 85 
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e. Dukungan psikososial.  

Hal tersebut kemudian juga didukung dengan adanya peraturan Bupati Ogan Ilir nomor 

27 tahun 2020 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang mana pada pasal 10 ayat 

(3) dijelaskan bahwa yang dapat menerima bantuan tersebut yang dimaksud ialah salah 

satunya warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis 

Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Dari adanya 

kelima kebutuhan dasar yang seharusnya dipenuhi oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir, 

ternyata pada kenyataannya dilapangan masih belum terpenuhi secara keseluruhan. 

Berdasarkan kenyataannya yang terjadi dilapangan, Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir masih 

fokus pada pelayanan akan pemenuhan kebutuhan akan permakanan dan sandang saja. Sarana 

pemberian kritik dan saran dari masyarakat untuk pelayanan korban kebakaran ini juga masih 

belum tersedia.  

Pelaksanaan pemberian bantuan yang belum sesuai lima (5) kebutuhan dasar yang 

tercantum dala Permensos Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan tentang Standar Teknis 

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di 

Daerah Kabupaten/Kota, dan juga belum tersedianya sarana pemberian aspirasi menjadi 

permasalahan yang memicu penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses 

pemberian bantuan kebakaran ini belum dapat terlaksana dengan baik secara keseluruhannya.  

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikategorikan menjadi tiga (2) pokok 

permasalahan yang krusial untuk dibahas dan diteliti lebih secara lebih mendalam, yaitu: 

1. Pelaksanaan pemberian bantuan kepada korban kebakaran yang masih belum sesuai 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permensos Nomor 9 Tahun 2018 pada pasal 15 
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ayat (2), yakni belum memenuhi lima kebutuhan dasar yang seharusnya diberikan 

dan; 

2. Belum tersedianya sarana pemberian kritik dan saran atas pelayanan publik yang 

diberikan terhadap masyarakat yang menerima bantuan korban kebakaran.  

Pemilihan Kecamatan Pemulutan di Kabupaten Ogan Ilir sebagai locus penelitian ini 

dikarenakan kecamatan Pemulutan menjadi daerah dengan jumlah kasus kebakaran terbanyak 

dengan jumlahnya yakni sebanyak 85 Kepala Keluarga (KK) dari total 126 Kepala Keluarga 

(KK) untuk kasus Kebakaran di Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan uraian diatas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip 

Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pemberian Bantuan Kebakaran Permukiman 

oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir di Kecamatan Pemulutan Tahun 2021”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang, maka masalah yang dibahas adalah 

bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemberian bantuan 

kebakaran permukiman oleh Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir di Kecamatan Pemulutan 

tahun 2021? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan prinsip akuntabilitas dan 

transparansi dalam pemberian bantuan kebakaran permukiman oleh Dinas Sosial Kabupaten 

Ogan Ilir di Kecamatan Pemulutan tahun 2021.  
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat  untuk keperluan teoritis terutama bagi 

kalangan akademis dan berguna untuk kepentingan yang bersifat teoritis dan praktis yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran 

dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu administrasi 

publik dalam kajian manajemen sektor publik. 

b. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dan masukan 

kepada pihak-pihak yang terkait baik bagi daerah Kecamatan Pemulutan dan 

pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir, dan dapat menjadi bahan referensi untuk 

penelitian yang sama atau terkait  selanjutnya.  
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